
Mengingat. . 

BUPATI BIAK NUMFOR, 

Menimbang a. bahw-a mengingat Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Biak Num£or Tahun 
Anggaran 2021 belum ditetapkan sampai bulan 
Janua.ri Tahun 2021, maka untuk menjamin 
kelancaran tugas-tugas pemerintahan Kabupaten 
Biak Numf"or perlu melakukan pengeluaran kas 
untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja 
yang bersifat wajib di lingkungan Perner-irrte.h 
Ka bu paten Biak Numfor yang mendahului 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 ; 

b. bahW'a sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (4) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomr 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuagan 
Daerah, maka pengeluaran kas sebelum peneta.pan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk 
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang 
bersifat wajrb ditetapkan dalam Peraturan. Kepala 
Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan 
Paraturan Bupati tentang Pengeluaran Kos untuk 
Belanja yang bersifat mengikat dan bersifa.t w-ajib di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Nu:m.for yang 
mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Biak Numfor Tahun An.ggaran 2021. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BIAK NUMFOR 

PROVINS! PAPUA 
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR 

NOMOr 1 TAHUN 2021 

TENT ANG 

PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT 
MENGIKAT DAN BERSIFAT WA.JIB DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BlAK NUMFOR YANG 
MENDAHULUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR 
TAHUN ANGGARAN 2021 



9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 5234) sebagaimao telah diubah denagn 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentaog Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 h:ntang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undanagn (Lembaran Neg;iua Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

10. Undang-Undang .......... 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 }~ 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendabaraan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
Bagi Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 135, Tamhahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4i5ij sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang NoIDOI' 35 Tabun 2008 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran 
RepubJik Indonesia Negara Tahun 2008 Hornor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4884) ; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651); 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Provinsi lrian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi 
lrian Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik lodonesia Nomor 2907); 
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17. Penuuran Peuki inl:ah . 

16. Peratu.ran Pemerintab Nomor 23 Tabun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 
Peratu.ran Pemerintab Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tr:nrang ~gelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171); 

15. Peraturan Pemerintab Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Noroor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak 
Keuangan/Administratif Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dan Bekas 
Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1211; 

13. Peraturan Pemerintab Noroor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tabun l 977 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noroor 3098) 
sebagairoana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintab Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan 
Belas Atas Peraturan Pemerintab Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lerobaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Noroor 43); 

12. Undang-Undang Numor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Noroor I Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keungan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) 
Dan/ Atau Dalam Rangka Mengbadapi Ancaman Yang 
Merobahayakan Perekonomian Nasioanl Dan/ Atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Negara Republik lndtooesia Nomoc 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali taakhir denpn Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peruhahan Kedua atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Faoeaiutaban 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Noroor 5679) ; 

11. Undang-Undang Numor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi 
Pemerintahan (Lemba.ran Neg;u-a Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tamhaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5601); 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 6041); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Ba.rang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 leobmg HilDh Deeralt 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Noma,: S. Tomhehao 
Lembaran ~ Repub!ik lndooesia Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lcmbaran Neg;ara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5165); 

Tl. Peraturan Peemrintah.. . 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tombahan Lernberan Negara Republik Indonesia 
Nomor4614); 

21. Pera tu ran Pemerintah Nomor 19 Tahun 20 IO ten tang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Togas dan Wewenang Serta 
Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Di 
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5209); 

1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran ~ Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnfonnasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4585); 
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36.Peraturan Menteri . 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor i20 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 To.bun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosiel yang bersumbcr dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012 Nomor 4~0); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Belita Negara Republik lndooesia Tabun 2011 
Nomor 310); 

32. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Untuk Pleaa:patan l'anbangunan 
Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Baral (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60J; 

31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Palgelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
248, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonmria Hornor 6279); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembanm Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tamhahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 
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5. Sta! adalab . 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. 
2. Bupati adalah Bupati Biak Numfor. 
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Biak Numfor. 
4. Pejabat adalab Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Sipil dilingkungan 

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS 
UNTUK BEi.ANJA YANG BERSlFAT WAJlB DAN 
MENGIKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
BIAK NUMFOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BIAK NUMFOR YANG MENDAHULUI 
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

MEMUTUSKAN : 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tabun 2020 tentang 
Pengutamaan Penggunaan AJokasi Anggaran Untuk Kegiatan 
Tertentu, Dan Penggunaan Anggaran Peodapatan Dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 581); 

39. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 888 ); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Numor 4 Tahun 2018 
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daeam Kabupateo Biak 
Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tenatnag ffluhenrukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 
2018 Nomor 4); 

.41. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran 
Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 teotang 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan 
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Repubtik 1ndonesia Tahun 2020 
Nomor 249); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem lnformasi Pemerintah Daerah (Buita Neg.a.Ya Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
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13.1\13 Ill . 

c. Belanja pada Program Administrasi Perkantoran yang 
tidak bisa ditunda pengeluarannya seperti Perjalanan 
Dinas Luar Daerah, Alat Tulis Kantor, Cetak dan 
Penggandaan; 

ci . Belanja untuk antisipasi bencana alaxn dan bencana 
social. 

c. Belania fl;aii dan tunian~an Pe{l.awai Negeri Sipil dan pegawai 
honorer dilingkungan Pemerintab Kabupatcn Biak Numfor. 

d. Belanja yang telah terikat dengan perjanjian seperti 
pembayaran tagihan listrik, air, telepon, internet 
kantor, pajak kendaraan bermotor, dan 

e. Belanja rutin administrasi perkantoran 

b. Belanja tak terduga 

a. Belanja pelayanan di bidang kesehatan, antara 
lain bahan kimia, obat-obatan, alat kesehatan dan 
bahan makanan pasien di pusat pelayanan 
kesehatan milik pemerintah daernh; 

(2) Penfl;eluaran Kas untuk kebutuhan b-etarrie, yanfl: bersifat 
wajib mengikat di lingkup Pemerintah Kabupaten Biak 
Numfor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yaitu : 

(1) Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat 
wajib mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 
merupakan belanja yang meliputi: 
a. Belanja pelayanan di bidang kesehatan; 
b. Belanja tak terduga; 
c. Belanja gaji dan tunjangan 
d. Belanja yang telah terikat dengan perjanjian; 
e. Belanja rutin administrasi perkantoran 

BAB II 
JENIS-JENIS PENGELUARAN 

PasaJ 2 

5. Staf adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan Struktural atau 
Fungsional. 

6. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak 
Numfor; 

7. Tambahan penghasilan adalah penerimaan penghasilan oleh pejabat dan staf 
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 

8. Belanja Tak Teduga adaJab pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya 
tidak biasa dan tidak diharapkan berulang sepe, ti penanggulangan tanggap 
darurat bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya 
yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah 
daerah. 
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Ditetapkan di Biak 
pada tanggal I I Januari 2021 

BUPATI BIAK NUMFOR 
CAP/TTD 

HERY ARIO NAAP 

Agar setiap orang mengetahuinya, Pemerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan penempatan 
dalam Serita Daerah Kabupaten Biak Numfor. 

pada tanAAal Peraturan Bupati ini mulai berlaku 
diundangkan. 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
Ayat (2) huruf d mcrupakan bclanja untuk kcgiatan yang 
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti 
penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial yang 
tidak dapat diperkirakan sebelumnya. 

PasaJ 4 

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(2) huruf a, b, dan c untuk masing-masing jcnis bclanja 
setiap bulannya ilitetapkan sebesar satu per duabelas 
( 1 I 12) dari jumlah pagu anggaran yang dialokasikan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Biak Numfor Tahun Anggaran 2021. 

Pasal 3 

TATA CARA PENETAPAN PENGELUARAN 

BAB III 
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SEMUEL RUMAJKEUW, SH 
PEMBINA 
NIP. 197305082001121004 

SERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR I 

SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN 
BIAK NUMFOR 

CAP/TI'D 
MARKUS 0. MANSNEMBRA 

Oiundangkan di Biak 
pada tanggal 11 Januari 2021 
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